BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah bentuk kehidupan bersama antara seorang pria dan
seorang wanita yang memenuhi persyaratan tertentu. Pernikahan pada dasarnya
merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara fisik, emosional, dan spiritual,

yang didasagkaf™pada=keyakinan iman. ! Menurut Undang-Undang Nomor 1

ang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

ikatan lahir batin antara seorang pria dan

aspek keagamaan. Oleh karena itu, penting bagi perkawinan dilakukan sesuai
dengan hukum dan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu atau
pasangan yang akan menikah. * Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

L Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Sumur, Bandung, 1981, him.7.

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

3 Khoirudin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di
Dunia Muslim, Academia, Yogyakarta, 2013, him.221.



tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika
dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing individu
atau pasangan yang menikah. Jika suatu perkawinan dilakukan secara
bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut, menurut
hukum, perkawinan tersebut tidak dianggap sah dan tidak memiliki konsekuensi

hukum sebagai ikatan perkawinan.*

22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

Nomﬁﬂ Tahun 2019 tentang perkawinan,

n bahwa “perkawinan dapat dib A alkan jika para pihak tidak memenuhi

Nomor 1 Tahun 1974

r 16 Tahun 2019 tentang

undang.’ Pasal 27 ayat (2) BAB IV Undang- Tahun 1974 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

memuat bahwa:

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah
sangka mengenai diri suami atau isteri”.®

4 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, him.1.

5 C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,
him.227.

6 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.



Selain di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 72 ayat

(2) BAB XI Kompilasi Hukum Islam juga memuat bahwa:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.’

elumnya, perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi
59%

an yang ditetapkan dalam Undang-

| ketiga campur tangan dalam urusan

n gan suami istri, atau

asangan suami istri yang

inan menjadT Tusak et =R memenuhi syarat. Dengan

AMW&Nﬁawman dan timbinya

menyebabkan
dibatalkannya perk

akibat hukum dari pemutus

Pembatalan suatu perkawinan putusan dari
Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku tanpa
pengaruh mundur sejak perkawinan tersebut berlangsung. Proses tersebut
dilakukan agar perkawinan yang bermasalah dapat dinyatakan tidak sah atau batal

secara hukum. Namun, dalam konteks zaman sekarang, terdapat situasi di mana

seorang pria yang sudah menikah atau memiliki istri ingin memiliki istri lain

7 Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
8 May Rahayu, Putusan Pengadilan Agama terhadap pembatalan nikah disebabkan oleh hubungan
sedarah yang diketahui setelah menikah, Skripsi, IAIN Cirebon, 2020



dengan cara memalsukan identitasnya, dengan harapan dapat menghindari

penilaian buruk masyarakat tanpa menggunakan predikat poligami.®

Pada kasus yang dijelaskan dalam putusan Pengadilan Agama Karawang
Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Krw, terdapat fakta bahwa suami melakukan
pemalsuan identitas dengan mengaku belum pernah menikah atau masih lajang
untuk menikahi wanita lain, padahal ia masih terikat oleh perkawinan dengan
perempuan lain.Lindakan ini dianggap melanggar hukum dan tidak memenubhi

iRgga per% tersebut tidak sah. Dalam hal ini,

ayat (2) Kompilasi Hukum Islagn menambahkan frasa "penipuan atau

salah s a mengenai dirizstamisatadsistri hi alsuan identitas oleh
suami menje rkawipal

agar pemn -.‘ -n-- .v Inan yang disebabkan oleh

yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Dalam studi kasus ini, dasar utama yang menjadi pertimbangan terdapat dalam

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

® Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Academia,
2010, him.147.



Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Pembatalan
Perkawinan, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua)

penelitian sebelumnya mengenai Pembatalan Perkawinan, yaitu:

1 Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya
Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawi i Putusan : 1876/Pdt.p/2017/PA.Krw). Skripsi oleh Syifa

rsitas Perjuangan Karawang, Tahun 2022.

simpulan dari Penelitian ini adlah telah terjadinya syarat yang tidak

n dalam 26 Undang-Undang

g menyatakan, perkawinan

antara Tergugat | deng
dianggap tidak pernah ada. Adapun yan pada penelitian ini
menjelaskan adanya pembatalan perkawinan yang disebabkan karena

status wali nikah yang tidak sah dan tanpa penetapan wali adhal terlebih

dahulu sehingga pernikahan tersebut telah melanggar hukum.°

10 Syifa Janany Mawaddah, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak
Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan :
1876/Pdt.p/2017/PA.Krw), Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2022.



2 Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim
Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor
1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb). Skripsi olehn Muhammad Bashori S.R,
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah bahwa hakim Pengadilan Agama mengabulkan
permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Menurut

hakim, permohonan pemohon telah memenuhi alasan yang ditentukan

mpilasi Hukum Islam. Pasal tersebut

Hn seorang pria karena

- perkawinan tersebut

Berdasarkan latar b rsebut diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan | ERHADAP

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBA N IDENTITAS
MENURUT PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor

1767/Pdt.G/2017/PA.Krw)

1 Muhammad Bashori, Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim
Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2011/PA.Wsb), Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, 2017.



B.

Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini akan muncul berbagai permasalahan yang beragam dan

sangat luas. Oleh karena itu mengkhususkan masalah pada penelitian ini maka

masalah yang akan dibatasi dan difokuskan dengan mengidentifikasi masalah

utamanya yaitu:

1

Bagaimana Pembatalan Perkawinan Terkait Pemalsuan lIdentitas Menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-

ten Perkawinan?

imana Pertimbangan Hakim terkait perkara Nomor

PDT.G/2017/PAKRW 2=

1. Untuk W’W Pemalsuan Identitas

Menurut Un AW'AN G}g telah diubah dengan

hun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang N

Untuk mengetahui Perti i i erkara  Nomor

1767/PDT.G/2017/PA.KRW

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Ditinjau dalam segi ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat

memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum

khususnya dalam bidang hukum perdata tentang perkawinan



b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang
sifatnya akademik dalam hal pembelajaran hukum baik itu secara sectoral
maupun secara menyeluruh selain itu juga sebagai bahan tambahan dalam
kepustakaan dalam bidang hukum perdata tentang perkawinan

2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini syarat untuk melengkapi serta memenuhi sebagai

menyelesaikan studi tingkat akhir.

yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhaé ndakan yang tidak

memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap
orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu
tindakan hukum tertentu.

Menurut Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan
salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Dengan kepastian hukum, maka akan

menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan

12 https://www.mkri.id diakses pada 15 April 2023



https://www.mkri.id/

ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya
kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan
baku untuk menjalankan suatu perilaku.®® Asas Kepastian Hukum adalah asas
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaran
negara.

Pembatalan perkawinan merupakan peristiwa hukum yang wajar dalam situasi

“perkawinan yang menikah tidak
memenuhi  syare 3 ela untuk melangsungkan
perkawinan”.14

a. Para keluarga dalam garis keturuna k Suami atau isteri;

b. Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan
setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu
putus.”

Meskipun pengawasan terhadap perkawinan yang dilarang oleh hukum

sangat ketat, kemungkinan terjadinya perkawinan yang melanggar aturan tetap

13 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 him.19
14 pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
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ada. Oleh karena itu, penting bagi perkawinan yang melanggar ketentuan
hukum untuk dapat dibatalkan, mengingat bahwa perkawinan tersebut tidak
memberikan manfaat yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
perkawinan, terdapat ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan
untuk membatalkan perkawinan. Pasal 26 dan 27 dalam undang-undang

tersebut memuat alasan-alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan

i da P 27 ayat (2) Undang-

I.- diubah-dengan Undang-Undang

WAaN &ngan demikian, suatu

A jika terjadi salah sangka mengenai identitas suami

perkawinan apabila pada waktu berlangsungny
sangka mengenai diri suami atau isteri.” *°

perkawinan terjadi salah

Ketentuan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal
72 ayat (2) yang menyatakan bahwa
“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi
penipuan atau salah sangka megenai diri suami atau isteri”.*®

15 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
16 pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
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Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk
penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan
secara yuridis dari proses penyelesaian perkara dalam persidangan, penerapan
hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk
selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang

dijadikan dasar putusan.t’

F. Metode Pe

elltiaﬁmmif dengan menggunakan metode

kualitatif dengan beberapa hal YEng harus diperhatikan sebagai berikut:

lapangan dimana hal tersebut di
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan
teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut
dengan objek penelitian yang akan diteliti, yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap

Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan ldentitas Menurut Undang-Undang

17 Margono, Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Asas Putusan Hakim, Jakarta,
Sinar Grafika, 2012, him 37.
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Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang  Perkawinan  (Studi  Putusan  Nomor
1767/PDT.G/2017/PA.KRW)

3. Tahapan Penelitian

a. Tahapan Penelitian

1) Penulis melakukan penentuan masalah selanjutnya adalah menentukan

judul untuk penelitian

b. Tahapan Persiapa

1) Studi Pustaka
Langkah awal dalam tahap persiapa pelajari literatur

yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini.

2) Membuat Hipotesa Penelitian
Tahap selanjutnya yaitu hipotesa penelitian, hipotesa adalah dugaam
jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus
dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

3) Menentukan jenis dan sumber data

a) Data Primer
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b) Data Sekunder
c) Data Tersier
c. Tahapan Pengumpulan Data
1) Studi kepustakaan
Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan
prosedur pegumpulan data yang terdiri dari data sekunder, dilakukan

dengan cara mengadakan studi kepustakaan.

er;ukan, maka penulis melakukan penelitian
/

Ik memperoleh data yang dip

ang-u a.ngaRﬁ“nRWﬁﬁGengan penelitian yang

Undang-Undang Nomor 16 T@ anggPerkawinan

2) Kompilasi Hukum Islam
3) Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1767/Pdt.G/2017/PA.Krw
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, yaitu:
1) Buku-Buku
2) Karya llmiah

3) Hasil Penelitian
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c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
1) Internet
5. Analisis Data
Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan metode penalaran hukum, yaitu mempelajari metode yang

akan digunakan apabila objek penelitian dalam putusan pengadilan atau




